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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai pengangkatan kembali Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat

berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menteri dapat

memberhentikan Notaris dengan tidak hormat jika ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum

tetap. Dalam hukum acara pidana, Terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan

kembali terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui upaya hukum tersebut,

Terpidana dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang

diputuskan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut di atas pernah terjadi dalam

kasus yang termaktub dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/PID/2016. Permasalahan dalam

tesis ini adalah mengenai akibat hukum dari putusan peninjauan kembali terhadap kedudukan Notaris yang

telah diberhentikan dengan tidak hormat, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris

tersebut untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam

penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis. Putusan peninjauan

kembali seharusnya mengakibatkan Notaris yang telah diberhentikan dapat diangkat kembali menjadi

seorang Notaris. Akan tetapi, hal tersebut di atas tidak dapat dengan mudah terlaksana. Oleh karena itu,

untuk dapat diangkat kembali menjadi Notaris, Terpidana harus mengajukan permohonan perubahan

keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

<hr>

This thesis will discuss the reappointment of a Notary who has been dishonorably discharge based on

Article 13 Law of The Republic of Indonesia Number 30 of 2004 on Notary Position. The Minister may

dishonorably discharge a Notary, if a Notary commited a crime that was threatened with a five-year prison

sentence or more based on court judgement. On criminal code procedures, a convict could submit

extraordinary legal effort in the form of judicial review towards a court judgement that has obtained

permanent legal force. Through these legal effort, the convict can be found not guilty and convincingly

commited a crime that is decided in a court judgement that has obtained permanent legal force. The

foregoing has happened in the cases contained in court judgement number 63 PK/PID/2016. The problem in

this thesis is the legal consequences from extraordinary legal effort judgment regarding the position of a

notary who has been dishonorably discharge, as well as how legal effort that the Notary could take to regain

his position as a Notary. The research methods used is normative juridical. The type of data used is

secondary data. Data collection tools in this study are in the form of study documents or library materials.
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The analytical method used in this study is a qualitative method. The result of this study will be descriptive

analysis. Legal effort judgement should result the Notary who has been dishonorably discharge could be

reappointed as a Notary. However, this cannot easily be done. Therefore, to be reappointed as a Notary, the

convict must submit plea about the changes to dismissal decisions with no respect to The Minister.


